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   Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/6081 tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Permohonan
Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025, sebagai berikut:
1. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan perubahan rencana kerja
perangkat daerah;

2. Perubahan Renja Perangkat Daerah agar memperhatikan dan mendukung proyek strategis
dan program strategis nasional dan provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ
Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

3. Sistematika penulisan lampiran dalam rancangan Peraturan Bupati agar dapat disesuaikan
kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan
ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk
dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.
 

 
  

 

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah 

Sumarno, SE, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP 197005141992021001

 
TEMBUSAN: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



 

 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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